
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN 

DI KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan u rusan 
pemer intahan u m u m d i Pemerintahan Kabupaten 
Karanganyar, per lu d ibentuk Forum Koordinasi P impinan 
di Daerah dan d i Kecamatan; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
h u r u f a, per lu membentuk Peraturan Bupat i tentang 
Pembentukan Forum Koordinasi P impinan d i Daerah dan 
d i Kecamatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk H u k y m Daerah; 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN DI KECAMATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan u r u s a n 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah m e n u r u t asas o tonomi dan tugas pembantuan 
dengan pr ins ip otonomi seluas-luasnya da lam sistem dan 
pr ins ip Negara Kesatuan Republ ik Indonesia sebagaimana 
d i m a k s u d da lam Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r 
penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u rusan pemer intahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Bupa t i adalah Bupa t i Karanganyar. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
DPRD adalah lembaga perwaki lan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

6. U rusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya d i l akukan 
oleh kementer ian Negara dan penyelenggara Pemerintahan 
Daerah u n t u k mel indung i , melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
kesatuan masyarakat h u k u m yang mempunya i batas-batas 
wi layah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menuru t 
prakarsa sendir i berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

8. Asas Otonomi adalah pr ins ip dasar penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
o tonom u n t u k mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat da lam 
sistem Negara Kesatuan Republ ik Indonesia. 

10. Tugas Pembantuan dalah penugasan dar i Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom u n t u k melaksanakan sebagian u r u s a n 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat a tau 
dar i Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah 
Kabupaten/Kota u n t u k melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 



11. Ins tans i Ver t ika l adalah perangkat kementer ian dan/atau 
lembaga pemer intah non kementer ian yang mengurus Urusan 
Pemerintahan yang t idak d iserahkan kepada daerah otonom 
da lam wi layah ter tentu da lam rangka Dekonsentrasi . 

12. Fo rum Koordinasi P impinan d i Daerah yang selanjutnya disebut 
Forkopimda adalah f o rum yang d i gunakan u n t u k membahas 
penyelenggaraan u rusan pemer intahan u m u m di Daerah. 

13. Fo rum Koordinasi P impinan d i Kecamatan yang selanjutnya 
disebut Forkopimca adalah f o rum yang d igunakan u n t u k 
membahas penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan u m u m di 
Kecamatan. 

14. Kecamatan a tau yang disebut dengan nama la in adalah bagian 
wi layah dar i Daerah Kabupaten/ Kota yang d ip imp in oleh 
Camat; 

BAB I I 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA 

Pasal 2 

Maksud penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca adalah 
u n t u k menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan 
u r u s a n pemer intahan u m u m d i Daerah dan/atau d i Kecamatan. 

Pasal 3 

Forkopimda dan Forkopimca ber tu juan u n t u k mengkoordinir setiap 
pelaksanaan penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan u m u m di 
Daerah dan d i Kecamatan. 

Pasal 4 

Ruang L ingkup Forkopimda dan Forkopimca me l iput i 
penyelenggaraan u rusan pemer intahan u m u m di t ingkat Daerah 
dan t ingkat Kecamatan. 

BAB I I I 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan U m u m oleh Forkopimda 
dan Forkopimca, me l iput i : 

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 
da lam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1945, pelestarian Bh inneka Tunggal Ika, serta 
memper tahankan keu tuhan Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia d i Daerah dan/atau d i Kecamatan; 

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa d i Daerah dan/atau 
d i Kecamatan; 



c. pembinaan k e r u k u n a n a n t a r s u k u dan i n t r a s u k u , u m a t 
beragama, ras, dan golongan la innya guna mewujudkan 
stabi l i tas keamanan lokal , regional, dan nasional d i Daerah 
dan/a tau d i Kecamatan; 

d. penanganan konf l ik sosial d i Daerah dan/atau d i Kecamatan 
sesuai ke tentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku; 

e. koord inas i pelaksanaan tugas antar ins tans i pemerintahan yang 
ada d i Kabupaten Karanganyar u n t u k menyelesaikan 
permasalahan yang t i m b u l dengan memperhat ikan pr ins ip 
demokrasi , hak asasi manusia , pemerataan, keadi lan, potensi 
serta keanekaragaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang ber laku d i Daerah dan/atau d i Kecamatan; 

f. pengembangan keh idupan demokrasi berdasarkan Pancasila d i 
Daerah dan/atau d i Kecamatan; dan 

g. mengundang a tau koordinasi dengan p imp inan instansi ver t ika l 
sesuai dengan masalah yang dibahas d i Daerah dan/atau d i 
Kecamatan. 

BAB IV 

PENYELENGGARA FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA 

Pasal 6 

(1) Keanggotaan Forkopimda terd i r i atas : 
a. Bupa t i sebagai Ketua; 
b. Wak i l Bupa t i sebagai Waki l Ketua; 
c. Ketua DPRD sebagai Anggota; 
d. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota; 
e. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota; 
f. Komandan D is t r ik Mi l i ter 0727 sebagai Anggota; 
g. Kepala Pengadilan Negeri sebagai Anggota t idak tetap; 
h . Kepala Pengadilan Agama sebagai Anggota t idak tetap; 
i . Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Sekretaris Forkopimda. 

(2) Keanggotaan Forkopimca terd i r i atas : 
a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota; 
b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota; 
c. Komandan Komando Rayon Mi l i ter sebagai Anggota. 

BAB V 

SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA 

Pasal 7 

(1) Da lam rangka kelancaran dan keter t iban u n t u k Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan U m u m oleh Forkopimda dan Forkopimca 
d i b a n t u oleh Sekretariat. 



(2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca sebagaimana d imaksud 
ayat (1) mempunya i tugas sebagai be r iku t : 
a. mempers iapkan mater i dan bahan-bahan yang d iper lukan oleh 

Forkopimda a tau Forkopimca; 

b. menyelenggarakan adminis t ras i u n t u k kegiatan tugas 
Forkopimda a tau Forkopimca; 

c. melaksanakan tugas la in yang be rhubungan dengan tugas 
Forkopimda a tau Forkopimca; 

d. sekretariat forkopimda membuat laporan kegiatan forkopimda 
kepada Bupa t i setiap bu lan pada tanggal 15 bu lan berkenaan; 

e. sekretariat forkopimca membuat laporan kegiatan forkopimca 
kepada Bupa t i setiap bu lan pada tanggal 5 bu lan berkenaan. 

(3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
t e rd i r i atas : 
a. Asisten Admin is t ras i Sekretaris Daerah sebagai Koordinator; 
b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Anggota; 
c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pol i t ik sebagai Anggota; 
d. Kepala Bagian Pemerintahan U m u m Sekretariat Daerah 

sebagai Anggota; 
e. Kepala Bagian H u k u m Sekretariat Daerah sebagai Anggota; 
f. Kepala Bagian U m u m Sekretariat Daerah sebagai Anggota; 
g. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan 

Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Polit ik sebagai 
Anggota; 

h . Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada 
Bagian Pemerintahan u m u m Sekretariat Daerah sebagai 
Anggota; 

i . Kepala Subbagian Pelayanan H u k u m dan HAM pada Bagian 
H u k u m Sekretariat Daerah sebagai Anggota; 

j . Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian U m u m 
Sekretariat Daerah sebagai Anggota; 

k. Staf pada Bagian U m u m Sekretariat Daerah sebagai Anggota. 

(4) Sekretariat Forkopimca sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
t e rd i r i atas : 
a. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator; 
b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota; 
c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketert iban Kecamatan sebagai 

Anggota; 
d. Staf pada Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota. 

BAB V I 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Biaya penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



BAB VI I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupat i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

t td 

SAMSI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 5 

Di tetapkan d i Karanganyar 

pada tanggal 5 J a n u a r i 2 0 1 5 

BUPATI KARANGANYAR, 

t td 

JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 

pada tanggal 5 J a n u a r i 2015 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Bagian H u k u m , 

ZULFI HADIDH 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

D i te tapkan d i Karanganyar 

pada tanggal S J ^ n u q n *©is 

BUPATI KARANGANYAR, 

J U JYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 

pada tanggal t y^ooac } acts 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

'SAMSH 

BERTfA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN &?.\F NOMOR S. 


